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PERATURAN GUBEENUR NU3A TENGEARA BARAT

HOMOE 38 TAHUN 2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERFADL SATU PINTL

DENGAN FAREMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUE HNUSA TERGGARA BARAT,

bahwa lebutuhan dan funtotan dunia wuwsaba dan
perkembangan te=lkmnolog unmlk percepatan pengembangan
berusaha, invesiasi dan pelayanan perizinan di Provinsi Husa
Tenggara Barat diperlukan pengaturan guna memberilan
Irpacstian hulum dan perlindungan akses yang lebih luas
untuk memperoleh palayanan primma dalam peririnan;

babhwa dengan divndanglannya Peraturan Pemerntah Nomor
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perznam Berusaha
Terintegrasi Secara Elelotronilk, periu melaloulcan penyesuaian
peoyvelengparaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas
Penanaman Modal dam Pelayaman Terpadu Samu Pintu Proviosi
HNuca Tenggara Barat;

bahwa berdacarian pertimbangan sebagmimana dimak=od
bhuruf a dan huraf b, perlu menstapkan Peratiran Gubsrmor
tentang Penyelengraraan Pelayanan Terpadu Satu Pinta;

Undang-Undang Homor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal [Lembaran MNegara Eepublik Indomesia Tahun 2007
NHomor 67, Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indomesia
Nomor 47 2Z24];

Undang-Undang Nomor 25 Tabhun Z00% tentang Pelayanan
Publik [Lembaram HNegara Eepublik Indomesia Tabun 2009
Homor 113, Tambahan Lemberan Hegara FEepublile Indomesia
Homor 3038);

Undang-Undang Nomor 30 Takun 2014 tentang Adminictraci
Pemerimtahan ([Lembaran Negara Republic Indoneszia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara FRepublik
Indonesia Nomor S601);

Undang-Undang Homor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Da=ralh [Lembaram Negara Fepublike Indonecia Tabhun 2014
NHomor 244, Tambahan Lembaran Negara FEepublile Indomesia
NHomor 3587 sebagaimana telah beberapa kali diabah terloahir



(3] Perangkat dasrah telnizs memberikan pertimbangan telouizs atau
rekomendacsi atms hacgil pelaksanaan pengawacan sebagaimana
dimalccud pada ayat (2] kepada DPMPTSF dan ditembucsloan
kepada pihale tericait terhadap kegiatan usaha yang melanggar
lestentuan peraturan perundang-undangan.

(4] DPFMPTSP menindaklanjutd periimbangan telmics atau relomendasi
sebagaimana dimalcsud pada ayat (3] sesuad bewenangannya.

Pazal 9

(1] Guna kelancaran pelaksanasan peririman dan nonperirinan, dapat
dibentulk Tim Telmiz sesuai kebutuhan yang merupalan
reprecentatf dar perangloat dasrakh telonic terloait.

(2] Tim Telkniz sebagaimana dimaksud pada ayat (1] memilild
kewenangan untuk memberidoan pertimbangan telmiz zebagad
dazar untuk penesrbitan relomendaci telmizs yang diterbitlcan ol=h
Eerpala peranglkat dastakh telmic yang bersangloatamn.

(3] Pembentultan Tim Telmiz sebagaimana dimalccud pada ayac (1))
ditetapkan dengan Eeputozan Gubsrnur.

(4] Tim Telknis sebapgaimana dimalkoud pada ayat (2] dapat bertugas di
DPMPTSPF secuai dengan keebutuhan.

Fazal 10

Dalam ranglka meningkatikean kdnerga penyelenggasran pelayanan
Peririmam dam Nonperizinan, Gubermur memberikan tunjangsan kinerja
kbuzus keepada peougas penyelenggara Pelayanan Terpadu Satue Pintu.

BaAB IV
STANDAFR PELAYANAN PUSLIE DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUSLIEK

Bagian Kezatu
Standar Pelayanan Publile

Pacal 11

Untuk memberilan pelayanan publikk untuk dapat berjalan dengan baik,
memberilcan  kepastian bulum, Tancparan, tepat walkin dan dapat
dipertangpungawabloen, wajin ditetaploan:

a. Standar Pelaymnamn Publik; dan

b. Standsr Cperacional Prosedur

Pacal 12

(1] Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimalsud dalam Fasal 11
hunzf (a) meliputi komponen:
dazar huloamm:
. persyaratamn;
sictem, melcanizcme dan prosedur;
. jangka walcha penyelecaiam;
biaya/ tarif;
produlk pelayanamn;
sarana, prasarana dan fatau facilitac;
. kompetenci pelalecana;
pPengawasan internal;
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j- penanganan pengadusan, saran dan masukan;

k. jumlah pelalsana;

1. jaminan pelayasman;

m. jaminan keamanan dan kecelamatan pelayanam; dam

n. =vahiaci Idnsrs pelalccans

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimalesud pada agat (1)
tercantum dalam Lampiran I A dan Lampiran I B ini yang
merupakan bagian yang tdak terpicahlcan dari Perataran
Gubernur ini.

Pacal 13

Standar Operasional Procedur sebagaimana dimalesud dalam Faczal
11 ruruf (b)) meliput komponen:

nomor standar operasional prosedur;
. tanggal pemboastan;

tangEal revisi;

tanzzal pengesaban:

dicakhlcan ol=h;

nama standar operasional prosedr;
dasar huloum;

luzalifileaci pelalczana;

keterlcaitan;

peralatan dan perlenglcapan;
perinEatan;

pencatatan dan pendatasn;

. urajian prossdur;

pelalccana;

kel=ngkapan;

walkcha; dam

outpt.
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Standar Operasional Procedur sebagaimana dimalksud pada agpat
(1) dit=taplcan dengan Keputusan Gubermor.

Paczal 14

Untulk memperoleh keterangan lebik lamjut atas permohonan
peririnan dan nonperrFinam yang diajulcan, DFMPTSF dapat
m=lalmlcan rapat pembahscan dengan melibatkan Perangkat
Diaerah telmis tericait.

Lialam pensrbitan, pengalkchiran, pencabutan dan pesmbatalan
peririnan dan nonperirinan Hepala DPMPFTSP wajib mendapacican
pertimbangan telmiz atau rekomendasi dar peranglkeat dasrah
telonis terkait.

Jangka waktu penerbitan, pengakhiran, pencabutam  dan
pembatalan peririnan dan nonperirinan selama 5 (lima)] hari kerja
terhitung setelakh percyaratan dinyatalcan lengkap dan benar serta
DFMPTSP telah mensrima pertimbangan t=lmic atan relkomendasi
dari perangicat dasrah telmis terkait.

Pacal 15

Setiap pemberian doloumen perirvinan dan nonperirinan secara
manual manpun elekironik ditandatangani oleh Kepala DPMPTSF.



BAR IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Peraturan Gubermur ini mulai betlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubemur ini denpgan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggar Bant,

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2.y Jull 2000

GUBERNUR A TENGGARA BARAT

Diundangkan di Mataram
pada tanggal a4

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR



